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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler
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saat ini, maka perlu dilakukan perubahan;

bahwa bherdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huraf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram
tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
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1993, Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3531);
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Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
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{Leimbaran Negara Tahun 2004
Lembaran Negara Nomor : 4438);
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undang-vundang Nomor iZ Tanun 2Ulid aiig reimbeintuKkan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234) ;

IIndano-TIndano Nomor 17 Tahun
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2014 tentang Maielis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)




Menetapkan :

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah ir"eﬂga{,cuu: buudna—\_)hdai"zé’ Nomor 2 Tahun 20i4

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416 sebugaiimnuna teluh diubuh
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah {Lembaran Negara Repubiik indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram (Lembaran
Daerah Kota Mataram Tahun 2004 Nomor 3 Seri E] sebagaimana
Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangean Pimpinan dan
Anggota Dcwan Perwakﬂan Rakyat Daerah Kota Mataram

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG BESARAN
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
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DEWAN PERWARKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAT TARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengai :
1. Daerah adalah Kota Mataram;
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Femerintaih Daerah adaiah FPemerintah Kot Miataraii.
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3. Walikota adalah Walikota Mataram.
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1} Pembayaran tunjangan perumahan dibebankan pada AP

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.

Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dan

gt

dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan asas
kepatuhan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga
vang berlaku di daerah.

BAB II
RINCIAN TUNJANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan besaran tunjangan
perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Besaran tunjangan pcrumahan didasarkan pada kedudukan
Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Rincian besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
scbagai berikul ;

a. Ketua : Rp. 11.900.000,- / orang / bulan.

b. Wakii Ketua : Rp. 11.7006.000,- / orang / bulan.

c. Anggota : Rp. 11.500.000,- / orang / bulan.

Pasal 3

Kota Mataram.

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas
penerinaan tunjangan perumahan dibebankan kepada yang
bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-
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undangan dibidang pcrpajakan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan
Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Besaran Tunjangan
Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2015)
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Pasal 5
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2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 September 2016

vr_ WALIKOTA MATARAM;

H. AHYARWYBDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 September 2016
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H. EFFENDI EKO SASWITO
BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016

NOMOR - 2642
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Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035




